SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 137 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka implementast Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian
tugas dan fungs: serta tata kerja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan,

b bahwa Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta
Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 196 Tahun 2021 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan,
sehingga perlu disesuaikan,

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupat: tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupat:
Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten
Pacitan,

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propins1 Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propms: Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinst Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730},









